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KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas

rahmat  dan  karunia-Nya  kami  dapat  menyelesaikan  Penyusunan  Laporan  Kinerja

Instansi  Pemerintah  (LKjIP)  Badan  Pelayanan  Pajak  Daerah Kabupaten  Sidoarjo

Tahun  2023.  Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  tersebut  disusun  berdasarkan

Instruksi  Presiden  Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi

Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi  Nomor  53  Tahun  2014  tentang  pedoman  Petunjuk  Teknis  Perjanjian

Kinerja,  Pelaporan  Kinerja  dan  Tata  Cara  Review  atas  Laporan  Kinerja  Instansi

Pemerintah. 

LKjIP  Badan Pelayanan  Pajak  Daerah Kabupaten  Sidoarjo  Tahun  2023  ini

merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai selama

tahun  2023.  Diharapkan  LKjIP  ini  dapat  memberikan  informasi  yang  diharapkan

seluruh  stakeholders,  Tanggapan  (feedback)  serta  saran-saran  untuk  perbaikan

terhadap laporan yang kami susun sangat kami harapkan guna peningkatan kinerja

dimasa yang akan datang. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada

seluruh unsur yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelayanan

Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo

Sidoarjo, 20 Februari 2024
a.n. KEPALA BADAN PELAYANANPAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJOSEKRETARIS

SULISTYONO, S.EPembina Tk. I NIP. 19680911 199703 1 004
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IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan  Kinerja  Badan  Pelayanan  Pajak  Daerah  KabupatenSidoarjo Tahun 2023 menyajikan capaian kinerja atas perjanjian kinerjatahun 2023. Kami memiliki dua sasaran strategis dan tujuh indikatorkinerja.Dari hasil  pengukuran terhadap 7 indikator,  dapat disimpulkansebagai berikut:1) Target dengan capaian realisasi diatas 100% sebanyak 4 indikator;2) Target dengan capaian realisasi 100% sebanyak 1 indikator;3) Target  dengan  capaian  realisasi  di  bawah  100%  sebanyak 2indikator;4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0indikator.

Tujuan  Badan  Pelayanan  Pajak  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  adalahMeningkatnya Penerimaan Pajak Daerah.
No. SasaranStrategis IndikatorKinerja Target Realisasi CapaianKinerja 

Predikat
1  

MeningkatnyaPenerimaanPajak Daerahdengankualitaspelayananprima  

1.PersentasepeningkatanPenerimaanPBB-P2
5,00% 19,98% 100% SangatBaik

2.PersentasepeningkatanPenerimaanBPHTB
3,00% 33,10% 100% SangatBaik

3.PersentasepeningkatanPenerimaanPajakDaerah lain

2,97% 25,53% 100% SangatBaik

2 Meningkatnyakualitaspenyelenggaraanpemerintahan
1. NilaiSAKIP 83,25 84,79 101,85% SangatBaik(A) (A)2. Nilai RB 36,3 34,17 94,13% SangatBaik3.    NilaiSKM 93 92,15 99,09% SangatBaik(Sangat Baik)4. Nilai IPP 4,28 4,28 100,00% SangatBaik(A-) (A)



BAB IPENDAHULUAN
1 Latar BelakangBadan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo merupakanperangkat  daerah  yang  dibentuk  berdasarkan  Peraturan  DaerahKabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan danSusunan  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo.  BerdasarkanPeraturan  Daerah  tersebut  maka  Badan  Pelayanan  Pajak  DaerahKabupaten  Sidoarjo  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  padabidang keuangan pada sub bidang pelayanan pajak daerah.Melalui  peraturan  daerah  diatas,  maka  Peraturan  BupatiKabupaten  Sidoarjo  Nomor  30  Tahun  2022  tentang  Kedudukan,Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi,  serta  Tata  Kerja  BadanPelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. Dalam ketentuan tersebutmenyebutkan  Badan  Pelayanan  Pajak  Daerah  Kabupaten  Sidoarjomempunyai  tugas  membantu  Bupati  dalam  melaksanakan sebagianfungsi  penunjang  urusan  pemerintahan  daerah  di  bidang  keuanganpada sub bidang pelayanan pajak daerah. Dalam melaksanakan tugas,Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakanfungsi:1. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;2. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;3. pelaksanaan  evaluasi  dan  pelaporan  sesuai  dengan  lingkuptugasnya;4. pelaksanaan administrasi badan;5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengantugasnya.Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Badan PelayananPajak  Daerah Kabupaten  Sidoarjo  maka disusun struktur  organisasi.Badan  Pelayanan  Pajak  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  dipimpin  olehseorang Kepala Badan yang dibantu oleh Sekretariat dan bidang teknis.Adapun susunan organisasi Badan Pelayanan Pajak Daerah KabupatenSidoarjo adalah sebagai berikut.



Gambar 1.1 Gambar Struktur OrganisasiSumber data: Perbup SOTK Badan Pelayanan Pajak Daerah KabupatenSidoarjo
Badan  Pelayanan  Pajak  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  memilikiASN  sebanyak  89  orang.  ASN  tersebut  terbagi  kedalam  jabatanpimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Berikutdata  ASN pada  Badan  Pelayanan  Pajak  Daerah  Kabupaten  Sidoarjopada tahun 2023. Tabel 1.1Data ASN Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten SidoarjoNo. Jenis Jabatan Jumlah Exsisting
1 Kepala Badan 1 12 Administrator 4 43 Pengawas 1 14 Jabatan Fungsional Tertentu Hasil Penyetaraan Jabatan 10 10
5 Jabatan Fungsional Pranata Komputer Penyelia 1 1
6 Pelaksana 72 72

2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerjapembangunan  yang  dicapai  saat  ini  dengan  yang  direncanakan  dankesenjangan  antara  apa  yang  ingin  dicapai  dimasa  datang  dengankondisi  riil  saat  perencanaan  dibuat.  Permasalahan  tersebut  harus
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dapat diidentifikasi oleh perangkat daerah untuk disusun rekomendasipenanganannya.  Rumusan  permasalahan  yang  telah  diidentifikasiberdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yangdicapai  saat  ini  dengan  yang  direncanakan,  kemudian  rumusanpermasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah danakar  masalah.  Berikut  pemetaan  permasalahan  pokok,  masalah  danakar masalah pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.
Tabel 1.2Pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalahNo. PermasalahanPokok Permasalahan Akar Permasalahan

1 Potensi pajak daerah yang belum optimaltergali
1. Masih adanya OP dan WP yang belum taat akan regulasi dalam pembayaran pajak daerah 2. Mekanisme menghitungpajak sendiri (MPS)memungkinkan adanyawajib pajak yang kurang terbuka, taat dan jujur dalam pelaporan omsetusaha

1. Masih adanya WP dan OP yang tidak tepat waktu dalam pembayaran pajak 
2. Ketidakpastian kondisiekonomi yang dipengaruhioleh pandemi Covid-19mengakibatkanberpengaruh terhadapkeberlangsunganpembayaran wajib pajak

2 Masih tingginyaPiutang pajakKabupaten Sidoarjo
Piutang pajak yang tidak dapat ditagih karena tidak ditemukanwajib pajaknya, perubahanobjek pajak fasum,fasos

1. Belum adanya perubahan regulasi penghapusan piutang pajak 2. Belum adanya pengkategorianPermasalahan piutang pajak beserta tindak lanjutnya
Dari pemetaan permasalahan-permasalahan dikemukakan tersebut di atas BadanPelayanan  Pajak  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo telah  merumuskan  isu-isu

strategis sebagai berikut:1. Kurangnya  kesadaran  WP  untuk  melakukan  pembaruan  data,sehingga membayar pajak tidak sesuai dengan kondisi riil  wajibpajak;
3



2. Masih ditemukan WP yang kurang patuh dalam membayar pajak;3. Pandemi  COVID-19  ini  mempengaruhi  kemampuan  Wajib  pajakdalam membayar pajak;4. Piutang  pajak  yang tidak  dapat  ditagih  karena  tidak  ditemukanwajib pajaknya.
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BAB IIPERENCANAAN KINERJA
A Rencana Srategis Tahun 2021-2026Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  memiliki  Visi  “MewujudkanKabupaten  Sidoarjo  yang  sejahtera,  maju,  berkarakter  danberkelanjutan”. Visi tersebut tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun2021-2026. Dalam dokumen perencanaan 5 tahunan tersebut termuatmisi  yang  harus  dilaksanakan  untuk  mewujudkan  visi.  Misi  yangberkenaan  dengan  tugas  dan  fungsi  dari  Badan  Pelayanan  PajakDaerah  Kabupaten  Sidoarjo adalah  Misi  1  yakni  Mewujudkan  TataKelola  Pemerintahan  yang  bersih,  Transparan  dan  Tangkas  melaluidigitalisasi  untuk  meningkatkan  kualitas  Pelayanan  Publik  dankemudahan berusaha.Dengan  memperhatikan  permasalahan  dan  isu  strategis  sertamemperhatikan misi Kabupaten Sidoarjo maka dirumuskan tujuan dansasaran yang tertuang dalam Renstra  Badan Pelayanan Pajak DaerahKabupaten  Sidoarjo 2021  -  2026.  Tujuan  dan  sasaran  merupakanpenjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Dengan adanya tujuanakan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yangdituju. Berikut Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan PelayananPajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten SidoarjoTahun 2021 – 2026

NO TUJUANPD SASARAN PD INDIKATOR TARGET2021 2022 2023 2024 2025 20261 MeningkatnyaPenerimaanPajakDaerah 
MeningkatnyaPenerimaanPajak Daerahdengankualitaspelayananprima

1. PersentasepeningkatanPenerimaanPBB-P2
21,80% 2,72% 5,00% 6,00% 6,00% 6,00%

2. PersentasepeningkatanPenerimaanBPHTB
10,91% 16,80% 3,00% 4,00% 4,00% 4,00%

3. PersentasepeningkatanPenerimaanPajak Daerahlain
8,25% -1,27% 2,97% 3,49% 3,51% 3,53%

Meningkatnyakualitaspenyelenggaraanpemerintahan
1. Nilai SAKIP 82,96(A) 83,25 (A) 83,25 (A) 83,26 (A) 83,26 (A) 83,27 (A)2. Nilai RB 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 36,33. Nilai SKM 92,00(Sangat Baik)

92,50(Sangat Baik)
93,00(SangatBaik)

93,50(SangatBaik)
94,00(SangatBaik)

94,50(SangatBaik)4. Nilai IPP 4,25(A-) 4,27(A-) 4,28(A-) 4,28(A-) 4,29(A-) 4,29(A-) 



B Perjanjian Kinerja Tahun 2023Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidoarjo Tahun2021-2026  maka  ditetapkan  sasaran  yang  perlu  dicapai  dandirealisasikan pada setiap tahunnya. Berikut Perjanjian kinerja tahun2023 yang memuat sasaran beserta indikator dan target kinerja. 
Tabel 2. 2

Perjanjian Kinerja Tahun 2023No Sasaran Indikator Kinerja Target1 Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dengan kualitas Pelayanan Pajak Daerah yang Prima 

Penerimaan Pajak Daerah Rp1.130.000.000.000,00
Prosentase Peningkatan Penerimaan PBB P2

0,29 %

 Prosentase Peningkatan Penerimaan BPHTB
8,43%

Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lainnya

7,25%

2 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan

a. Nilai SAKIP 83,25 (A)b. Nilai RB 36,3c. Nilai IPP Ad. Nilai SKM Sangat BaikSumber Data: website e-Kinerja 2023
C Perencanaan Anggaran Tahun 2023Untuk  mewujudkan  sasaran  dan  mencapai  target  yang  telahditetapkan  dalam  Perjanjian  Kinerja  Tahun  2023,  maka  disediakananggaran  sebesar  Rp57.358.328.018 Namun  untuk  menyesuaikandinamika dan situasi kondisi pencapaian target kinerja, maka anggaranyang  telah  tersedia  dilakukan  perubahan.  Oleh  Karena  itu,  alokasianggaran tahun 2023 sebesar Rp59.022.404.426 dengan rincian sebagaimana tabel 2.2.

Tabel 2. 3
Rincian anggaran pada tahun 2023

NO URAIAN ANGGARAN ANGGARAN
PERUBAHAN
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1 Pendapatan Pajak Daerah  1.130.000.000 1.215.000.000.000,00

   

2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA

46.989.009.545 46.907.854.764,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah

861.000.000 861.000.000,00

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 36.626.470.388 35.099.535.326,00

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

25.564.175 27.082.655,00

Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor

2.187.039.812 2.921.482.537,00

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 300.000.000 300.000.000,00

Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan

22.615.537 29.523.637,00

Fasilitasi Kunjungan Tamu 8.000.000 8.000.000,00

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD

498.000.018 523.000.018,00

Pengadaan Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya

387.000.000 829.000.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 160.317.600 160.329.488,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik

893.305.615 902.305.615,00

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 
Kantor

4.303.696.400 4.359.495.488,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan

70.000.000 70.000.000,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 
Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan

235.000.000 235.000.000,00

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya

76.000.000 172.100.000,00

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 
Kantor dan Bangunan Lainnya

335.000.000 410.000.000,00

   

3 PROGRAM PENGELOLAAN 
PENDAPATAN DAERAH

10.369.318.473 12.114.549.662,00

Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 4.500.000 257.700.000,00

Analisa dan Pengembangan Pajak 
Daerah, serta Penyusunan Kebijakan 
Pajak Daerah

260.056.624 260.056.624,00

Penyuluhan dan Penyebarluasan 
Kebijakan Pajak Daerah

1.036.328.300 1.036.328.300,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana 
Pengelolaan Pajak Daerah

50.000.000 50.000.000,00

Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak
Daerah  

10.839.000,00

Pengolahan, Pemeliharaan, dan 
Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

890.000.000 1.040.000.000,00

Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 
serta Bea Perolehan Hak atas Tanah 
dan Bangunan (BPHTB)

324.690.675 612.775.648,00

Penetapan Wajib Pajak Daerah  6.685.241,00

Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 4.182.425 60.432.425,00

Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan 
Pajak Daerah

248.100.000 248.100.000,00

Penagihan Pajak Daerah 6.918.800.000 7.744.031.800,00

Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 4.182.425 10.122.600,00

Pengendalian, Pemeriksaan dan 
Pengawasan Pajak Daerah

557.550.000 693.550.000,00

Pembinaan dan Pengawasan 
Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah

45.928.024 46.928.024,00

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah 
Daerah

25.000.000 37.000.000,00

TOTAL ANGGARAN 57.358.328.018 59.022.404.426,00 
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BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
Hal  terpenting  yang  diperlukan  dalam  penyusunan  LaporanKinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi  serta pengungkapan(disclosure)  secara  memadai  hasil  analisis  terhadap  pengukurankinerja.  Pengukuran  kinerja  merupakan  pondasi  utama  dalammenerapkan manajemen kinerja. Pengukuran indikator kinerja sasarandilaksanakan  dalam  rangka  menjamin  adanya  peningkatanakuntabilitas kinerja dengan melakukan klarifikasi  outcome yang akandan  seharusnya  dicapai  untuk  memudahkan  terwujudnya  organisasiyang akuntabel.
Pengukuran  kinerja  yang  digunakan  adalah  membandingkanantara  rencana  kinerja  (performance  plan)  yang  direncanakan  dandiperjanjikan dengan realisasi kinerja (performance result) yang telahdicapai.  Dalam  hal  ini  pembandingan  tersebut  dilakukan  terhadapseluruh  indikator  kinerja  sasaran sebagaimana  ditetapkan  dalamdokumen  Perjanjian  Kinerja  Tahun  2023.  Terhadap  terjadinya  celahkinerja  (performance  gap),  dilakukan  analisis  penyebab  terjadinyacelah  kinerja  tersebut,  serta  tindakan-tindakan  perbaikan  apa  yangdiperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

A Pengukuran Kinerja
Capaian  kinerja  Badan  Pelayanan  Pajak  Daerah  KabupatenSidoarjo dilakukan dengan cara membandingkan antara target denganrealisasi setiap indikator kinerja program dan didukung dengan data-data  yang  relevan  untuk  mengukur  dan  meningkatkan  akuntabilitaskinerja  instansi  dalam  mencapai  target  Indikator  Kinerja  Utamanya(IKU) yang telah tertuang dalam tujuan dan sasaran strategis instansi. 
Adapun  capaian  kinerja  Badan  Pelayanan  Pajak  DaerahKabupaten Sidoarjo Tahun 2023 sebagai berikut: 

Tabel 3.2Target dan Realisasi kinerja 2023
No. SasaranStrategis IndikatorKinerja Target2023 Realisasi 2023 Capaian (%) Targetrenstra(2026)

CapaianTerhadapTargetRenstra2026 (%)



1 MeningkatnyaPenerimaan PajakDaerahdengankualitaspelayananprima(dalampersen)

1. Persentase peningkatan PenerimaanPBB-P2

5,00 19,98% 400% 6,00% 333%

2. Persentase peningkatan PenerimaanBPHTB

3,00 33,10% 1103% 4,00% 828%

3. Persentase peningkatan PenerimaanPajak Daerah lain

2,97 25,53% 860% 3,53% 722%

2 Meningkatnyakualitaspenyelenggaraanpemerintahan

1. Nilai SAKIP 83,25 84,79 101,85% 83,27 102%
2. Nilai RB 36,3 34,17 94,13% 36,3 94%
3. Nilai SKM 93 92,15 99,09% 94,5 98%
4. Nilai IPP 4,28 4,28 100,00% 4,29 100%

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 7 indikator, dapat disimpulkan sebagai berikut :1. Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 4 indikator;2. Target dengan capaian realisasi 100% sebanyak 1 indikator;3. Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 2 indikator;4. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0indikator.
1. Sasaran  1:  Meningkatnya  Penerimaan  Pajak  Daerah  denganKualitas Pelayanan Primaa) Indikator 1 : Persentase peningkatan Penerimaan PBB-P2

No. Target Realisasi Capaian(%) TargetRenstra(2026)
CapaianterhadapTargetRenstra2026 (%)

2



1 5% 19,98% 400% 6% 333%
Capaian  Indikator  Kinerja  (IK)  Persentase  peningkatanPenerimaan  PBB-P2  Tahun  2023  dengan  realisasi  19,98%  daritarget, dengan persentase 400%. Jika dibandingkan dengan targetpada akhir periode Renstra tahun 2026 dengan target 6%, makapada tahun 2023 sudah tercapai dengan capaian sebesar 333%.Perlu  disampaikan  bahwa  target  ini  merupakan  target  Renstra2021-2026, selanjutnya akan dilakukan penyesuaian target renstra.Bila  dibandingkan  dengan  realisasi  tahun  sebelumnya  telahmengalami peningkatan atau tren meningkat, sebagaimana tabelberikut: Tabel 3.3Tren Realisasi dari Indikator Kinerja Persentase peningkatan Penerimaan PBB-P2 Tahun 2022-2023

Tahun 2022 2023Target 4,85% 5%Realisasi 13,56% 19,98%Capaian 279,59% 399,6%
Grafik 3. 1
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Selanjutnya dari data diatas, dilakukan analisa penyebab keberhasilan peningkatan

penerimaan pajak daerah dari jenis pajak PBB-P2. Atas indikator ini diperoleh dari

data  penerimaan/realisasi  PBB-P2  tahun  2023  dibandingkan  dengan
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penerimaan/realisasi  PBB-P2  tahun  2021  (n-dasar).  Dapat  dilihat  data  sebagai

berikut:

Tabel 3.4Tabel Data Target dan Realisasi PBB-P2 Tahun 2021-2023
URAIAN

2021 2022 2023

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

PBB-P2 257.000.000.000,00 254.650.339.833,00 267.000.000.000 289.171.697.663 283.800.000.000 305.517.707.518,00

Tabel 3.5Tabel prosentase peningkatan PBB-P2
URAIAN

2021 2022 2023

REALISASI REALISASI
%

PENINGKATAN
REALISASI

%
PENINGKATAN

PBB-P2 254.650.339.833,00 289.171.697.663 13,56% 305.517.707.518,00 19,98%

Tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  sejak  tahun  2021penerimaan PBB-P2 telah mengalami peningkatan yang cuku baik,prosentase  peningkatan  dari  tahun  2022  atas  2021  sebesar13,56%, dan prosentase peningkatan dari tahun 2023 atas tahun2021 sebesar 19,98%, artinya ada kenaikan sebesar 6,42%. Upayayang telah dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah dalamrangka  meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak  untuk  membayarpajak utamanya PBB-P2 diantaranya:
1. melakukan  sosialisasi/pooling  pembayaran  PBB-P2  ke  desa-desa  dengan

menggandeng BUMDes;

2. menerbitkan  e-SPPT  PBB-P2  dengan  menampilkan  informasi  tunggakan

PBB;

3. melakukan sosialisasi kepada perangkat desa terkait sistem informasi yang

dapat diakses oleh perangkat desa perihal data realisasi pembayaran PBB-

P2 secara real-time;

4. mengembangkan sistem informasi pajak daerah terkait virtual maps PBB-

P2;

b) Indikator 2 : Persentase peningkatan Penerimaan BPHTB
No. Target Realisasi Capaian(%) TargetRenstra(2026)

CapaianterhadapTargetRenstra2026 (%)
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1 3,00 33,1 1103% 4,00% 828%
Capaian  Indikator  Kinerja  (IK)  Persentase  peningkatanPenerimaan  BPHTB  Tahun  2023  dengan  realisasi  33,1%  daritarget,  dengan  persentase  1103%.  Jika  dibandingkan  dengantarget pada akhir periode Renstra tahun 2026 dengan target 4%,maka pada tahun 2023 sudah tercapai  dengan capaian  sebesar828%.  Perlu  disampaikan  bahwa  target  ini  merupakan  targetRenstra 2021-2026, selanjutnya akan dilakukan penyesuaian targetrenstra.  Bila  dibandingkan  dengan  realisasi  tahun  sebelumnyatelah mengalami peningkatan atau tren meningkat, sebagaimanatabel berikut: Tabel 3.6Tren Realisasi dari Indikator Kinerja Persentase peningkatan PenerimaanBPHTB Tahun 2022-2023

Tahun 2022 2023Target 4,85% 3%Realisasi 13,56% 33,1%Capaian 279,59% 399,6%
Grafik 3. 2
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Selanjutnya dari data diatas, dilakukan analisa penyebab keberhasilan peningkatan

penerimaan pajak daerah dari jenis pajak BPHTB. Atas indikator ini diperoleh dari

data  penerimaan/realisasi  BPHTB  tahun  2023  dibandingkan  dengan
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penerimaan/realisasi  BPHTB  tahun  2021  (n-dasar).  Dapat  dilihat  data  sebagai

berikut:

Tabel 3.7Tabel Data Target dan Realisasi BPHTB Tahun 2021-2023
URAIAN

2021 2022 2023

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

BPHTB 244.000.000.000,00 350.854.606.523,00 332.000.000.000 440.558.227.805 420.000.000.000 466.979.337.493,00

Tabel 3.8Tabel prosentase peningkatan BPHTB
URAIAN

2021 2022 2023

REALISASI REALISASI
%

PENINGKATAN REALISASI
%

PENINGKATAN

BPHTB 350.854.606.523,00 440.558.227.805 25,57% 466.979.337.493,00 33,10%

Tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  sejak  tahun  2021penerimaan  BPHTB  telah  mengalami  peningkatan  yang  cukupbaik, prosentase peningkatan dari tahun 2022 atas 2021 sebesar25,57%, dan prosentase peningkatan dari tahun 2023 atas tahun2021 sebesar 33,10%, artinya ada kenaikan sebesar 7,53%. Upayayang telah dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah dalamrangka  meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak  untuk  membayarpajak utamanya BPHTB diantaranya:1. Penguatan regulasi pajak daerah;2. Penguatan standar operasional prosedur;3. Mengembangkan digitasi pelayanan pajak daerah;4. Melakukan  sosialisasi  kepada  wajib  pajak  dan  unsur-unsurterkait lainnya.
c) Indikator  3  :  Persentase  peningkatan  Penerimaan  PajakDaerah Lainnya

No. Target Realisasi Capaian(%) TargetRenstra(2026)
CapaianterhadapTargetRenstra2026 (%)

1 2,97% 25,53% 860% 3,53% 722%
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Capaian  Indikator  Kinerja  (IK)  Persentase  peningkatanPenerimaan Pajak Daerah Lainnya Tahun 2023 dengan realisasi25,53% dari  target, dengan persentase 860%. Jika dibandingkandengan  target  pada  akhir  periode  Renstra  tahun  2026  dengantarget  3,53%,  maka  pada  tahun  2023  sudah  tercapai  dengancapaian  sebesar  722%.  Perlu  disampaikan  bahwa  target  inimerupakan target Renstra 2021-2026, selanjutnya akan dilakukanpenyesuaian  target  renstra.  Bila  dibandingkan  dengan  realisasitahun  sebelumnya  telah  mengalami  peningkatan  atau  trenmeningkat, sebagaimana tabel berikut:Tabel 3.9Tren Realisasi dari Indikator Kinerja Persentase peningkatan Penerimaan PajakDaerah Lainnya Tahun 2022-2023
Tahun 2022 2023Target 11,05% 2,97%Realisasi 14,98% 25,53%Capaian 135,79% 860%

Grafik 3.3
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Selanjutnya dari data diatas, dilakukan analisa penyebab keberhasilan peningkatan

penerimaan  pajak  daerah  dari  jenis  Pajak  Daerah  Lainnya.  Atas  indikator  ini

diperoleh  dari  data  penerimaan/realisasi  Pajak  Daerah  Lainnya  tahun  2023

dibandingkan  dengan  penerimaan/realisasi  Pajak  Daerah  Lainnya  tahun  2021  (n-

dasar). Dapat dilihat data sebagai berikut:

Tabel 3.10
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Tabel Data Target dan Realisasi PBB-P2 Tahun 2021-2023
URAIAN

2021 2022 2023

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

PBB-P2 257.000.000.000,00 254.650.339.833,00 267.000.000.000 289.171.697.663 283.800.000.000 305.517.707.518,00

Tabel 3.11Tabel prosentase peningkatan Pajak Daerah Lain
URAIAN

2021 2022 2023

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

Hasil Pajak Daerah 953.962.000.000,00 1.027.822.704.720,00 1.068.000.000.000 1.215.303.165.454 1.215.000.000.000 1.302.626.605.440,26

PAJAK HOTEL 10.792.000.000,00 14.080.874.501,00 17.500.000.000 19.993.670.874 20.000.000.000 21.795.275.752,00

PAJAK RESTORAN 63.000.000.000,00 63.518.290.481,00 82.500.000.000 89.623.187.239 95.000.000.000 112.818.170.066,10

PAJAK HIBURAN 2.800.000.000,00 1.201.039.009,00 5.500.000.000 6.359.422.711 7.000.000.000 7.738.499.404,00

PAJAK REKLAME 14.000.000.000,00 14.593.286.453,00 15.000.000.000 15.903.462.071 16.000.000.000 18.203.375.196,00

PAJAK PENERANGAN 
JALAN

344.000.000.000,00 313.967.752.550,00 330.500.000.000 332.411.739.624 350.000.000.000 342.977.025.636,16

PAJAK PARKIR 16.000.000.000,00 11.788.834.175,00 15.000.000.000 17.980.663.027 20.000.000.000 22.545.794.307,00

PAJAK AIR TANAH 2.370.000.000,00 3.167.681.195,00 3.000.000.000 3.301.094.440 3.200.000.000 4.051.420.068,00

URAIAN

2021 2022 2023

REALISASI REALISASI
%

PENINGKATA
N

REALISASI
%

PENINGKATAN

PAJAK DAERAH 
LAIN

419.150.077.169,00 485.573.239.986 15,85% 530.129.560.429,26 26,48%

Tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  sejak  tahun  2021penerimaan PDL telah mengalami peningkatan yang cukup baik,prosentase  peningkatan  dari  tahun  2022  atas  2021  sebesar15,85%, dan prosentase peningkatan dari tahun 2023 atas tahun2021  sebesar  26,48%,  artinya  ada  kenaikan  sebesar  10,63%.Upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerahdalam  rangka  meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak  untukmembayar pajak utamanya Pajak Daerah Lainnya diantaranya:
1. melakukan sosialisasi kepada wajib pajak restoran, hotel, dan lainnya;

2. melakukan pemasangan alat tax monitor kepada wajib pajak restoran, hotel;

3. melakukan pengembangan layanan pajak daerah secara digital;

4. penguatan regulasi pajak daerah;

5. penguatan standar operasional prosedur.

2. Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan
No Sasaran Indikator Realisasi CapaianKinerja

TargetRenstra(2026)
CapaianTerhadapTargetRenstra2026 (%)
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1 Meningkatnyakualitaspenyelenggaraanpemerintahan

1. NilaiSAKIP 84,79 101,85% 83,27 101,83%(A) (A)2. Nilai RB 34,17 94,13% 36,3 94%3. NilaiSKM 92,15 99,09% 94,50 97,51%
4. Nilai IPP 4,28(A) 100,00% 4,29(A) 99,77%

Sasaran Indikator Target Realisasi CapaianMeningkatnyaKualitasPenyelenggaraanPemerintahanPerangkat Daerah
Nilai SAKIP 83,25 84,79 101,8%Nilai RB 36,3 34,17 94,1%
Nilai IPP 4,28 4,28 100,0%Nilai SKM 93 92,15 99,1%Capaian Keluaran 98,7%

Capaian  Sasaran  Meningkatnya  Kualitas  PenyelenggaraanPemerintahan  Perangkat  Daerah  Tahun  2023  dengan  realisasi98,7%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya telahmengalami penurunan sebesar 0,2%Tabel 3.12Tren Realisasi dari Sasaran Meningkatnya Kualitas PenyelenggaraanPemerintahan Perangkat Daerah Tahun 2022-2023Tahun 2022 2023Capaian 98,92% 98,7%
Grafik 3.4Tren Realisasi dari Sasaran Meningkatnya Kualitas PenyelenggaraanPemerintahan Perangkat Daerah Tahun 2022-2023

2022 2023
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Selanjutnya dari data diatas dilakukan Analisa penyebab kegagalanmenurunnya  Sasaran  Meningkatnya  Kualitas  PenyelenggaraanPemerintahan Perangkat Daerah, sebagai berikut:Tabel 3.13Realisasi dari Sasaran Meningkatnya Kualitas PenyelenggaraanPemerintahan Perangkat Daerah Tahun 2022
Sasaran Indikator Target Realisasi Capaian

MeningkatnyaKualitasPenyelenggaraanPemerintahanPerangkat Daerah

Nilai SAKIP 83,25 83,25 100,00%
Nilai RB 36,3 34,17 94,13%
Nilai IPP 4,27 4,27 100,00%
Nilai SKM 92,5 94,08 101,71%

Bila dilihat dari data target dan realisasi sasaran kedua ini tahun2022  ini  dapat  dilihat  bahwa  nilai  SKM turun  realisasinya  daritahun 2023 sebesar  1,93.  Nilai  SKM adalah pengukuran secarakomprehensi  kegiatan  terkait  tingkat  kepuasan masyarakat  atasinformasi dan layanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa layananyang  diberikan  oleh  Badan  Pelayanan  Pajak  Daerah  KabupatenSidoarjo perlu dilakukan Upaya peningkatan diantaranya:a. perbaikan sarana dan prasarana publik;b. penguatan SOP;c. penguatan regulasi pajak daerah;
B Realisasi Kinerja Anggaran1) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran;Pengukuran efisiensi  anggaran dilakukan dengan mengadaptasiketentuan  terkait  pengukuran  efisiensi  anggaran  yang  berlakupada  tingkat  Kementerian/Lembaga  (K/L),  yaitu  sebagaimanadiatur  dalam  peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor214/PMK.02/2017  tentang  Pengukuran  dan  Evaluasi  KinerjaAnggaran  atas  Pelaksanaan  Rencana  Kerja  dan  AnggaranKementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkanketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:
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Pengukuran  efisiensi  dilakukan  dengan  membandingkan  selisihantara  perkalian  pagu  anggaran  dengan  capaian  Kinerja  danrealisasi  anggaran  dengan  perkalian  pagu  anggaran  dengancapaian kinerja. Tabel 3.14Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran
SASARAN  INDIKATOR 

KINERJA  ANGGARAN TINGKATEFISIENSITARGET REALISASI % kinerja  TARGET  REALISASI %ANGGARAN
    a  b  c   (a*b)-c/(a*b)*100%

Meningkatnya PenerimaanPajak daerahDenganKualitasPelayananPajak Daerahyang Prima

Persentase Peningkatan Penerimaan PBB-P2
5,00% 19,98% 399,60% 8.434.764.114 6.766.259.270 80,22% 79,93%

Persentase Peningkatan Penerimaan BPHTB
3,00% 33,10% 1103,33% 2.381.478.924 2.281.654.925 95,81% 91,32%

Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak daerah Lain
2,97% 25,53% 859,60%        1.298.306.624 

       1.018.828.044 78,47% 90,87%

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan PemerintahanPerangkat Daerah

Nilai SAKIP, Nilai RB, Nilai IPP, Nilai SKM
    98,7%      46.907.854.764      43.105.009.006 91,89% 6,90%

Terkait pagu anggaran pada sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah yang tidak bisa dijabarkan untuk tiap-tiap indikator, maka dilakukan perhitungan untuk menghitung capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah dengan menggunakan rumus :

Pengukuran  dilakukan  dengan  mengalikan  semua  capaianindikator, kemudian diakarpangkatkan dengan banyaknya jumlahindikator tersebut.
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Sehingga  berdasarkan  tabel  diatas,  analisis  atas  efisiensipenggunaan sumber daya yang dilakukan  oleh Badan PelayananPajak Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah:
 Indikator Persentase Peningkatan Penerimaan PBB-P2 dengantingkat efisiensi sebesar 79,93% yang disebabkan oleh faktorkeberhasilan antara lain:

o melakukan  sosialisasi/pooling  pembayaran  PBB-P2  ke  desa-desa

dengan menggandeng BUMDes;

o menerbitkan  e-SPPT  PBB-P2  dengan  menampilkan  informasi

tunggakan PBB;

o melakukan sosialisasi kepada perangkat desa terkait sistem informasi

yang  dapat  diakses  oleh  perangkat  desa  perihal  data  realisasi

pembayaran PBB-P2 secara real-time;

o mengembangkan sistem  informasi  pajak  daerah  terkait  virtual  maps
PBB-P2;

 Indikator Persentase Peningkatan Penerimaan BPHTB dengantingkat efisiensi sebesar 91,32% yang disebabkan oleh faktorkeberhasilan antara lain:
o Penguatan regulasi pajak daerah;
o Penguatan standar operasional prosedur;
o Mengembangkan digitasi pelayanan pajak daerah;
o Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dan unsur-unsurterkait lainnya.

 Indikator Peningkatan Penerimaan Pajak daerah Lain dengantingkat efisiensi sebesar 90,87% yang disebabkan oleh faktorkeberhasilan antara lain:
o melakukan sosialisasi kepada wajib pajak restoran, hotel, dan lainnya;

o melakukan pemasangan alat tax monitor kepada wajib pajak restoran,

hotel;

o melakukan pengembangan layanan pajak daerah secara digital;

o penguatan regulasi pajak daerah;

o penguatan standar operasional prosedur.

 Sasaran Meningkatnya  Kualitas  PenyelenggaraanPemerintahan  Perangkat  Daerah dengan  tingkat  efisiensisebesar 6,90% yang disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain:

o perbaikan sarana dan prasarana publik;
o penguatan SOP;
o penguatan regulasi pajak daerah;

2) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja
12



C Analisa Program/Kegiatan 
Berdasarkan hasil  pengukuran kinerja diatas maka perlu dilakukan analisis

untuk  mengetahui  keberhasilan  atau  kegagalan  pelaksanaan  program/kegiatan.

Selain  itu  analisis  capaian  kinerja  digunakan  untuk  mengetahui  langkah-langkah

perbaikan  yang  perlu  dilakukan  sebagai  masukan  dalam  perencanaan  dan

pelaksanaan  program/kegiatan  pada  tahun  2023.  Berikut  analisis  capaian  kinerja

pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023.

Tabel 3.15

Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja
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No. Sasaran Indikator CapaianKinerja (%) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan AnggaranTarget Realisasi Capaian1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah                              

Nilai SAKIP 101,80% PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Rp46.907.854.764
Rp43.105.009.006

91.89%
Nilai RB 94,10%            Nilai IPP 100,00% Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja PerangkatDaerah

Rp861.000.000 Rp752.029.350 87.34%Nilai SKM 99,10%                               

                         

           Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Rp861.000.000 Rp752.029.350 87.34%

         Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp35.099.535.326
Rp32.031.687.399

91.26%
           Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp35.099.535.326

Rp32.031.687.399
91.26%

         Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp3.809.088.847
Rp3.670.216.281

96.35%
           Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Rp27.082.655 Rp26.720.000 98.66%
           Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp2.921.482.53 Rp2.805.326.70 96.02%
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7 5           Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp300.000.000 Rp298.050.000 99.35%           Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp29.523.637 Rp28.900.900 97.89%           Fasilitasi Kunjungan Tamu Rp 8.000.000 Rp 7.850.000 98.13%           Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Rp523.000.018 Rp503.368.676 96.25%

         Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Rp829.000.000 Rp824.440.500 99.45%

           Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp829.000.000 Rp824.440.500 99.45%         Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp5.422.130.591
Rp5.058.299.816

93.29%
           Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp160.329.488 Rp157.807.951 98.43%           Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp902.305.615 Rp865.205.987 95.89%         
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  Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp4.359.495.488
Rp4.035.285.878

92.56%
         Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rp887.100.000 Rp768.335.660 86.61%
           Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, dan PajakKendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Rp70.000.000 Rp58.706.265 83.87%
           Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak danPerizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Rp235.000.000 Rp208.683.495 88.80%
           Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp172.100.000 Rp170.563.150 99.11%           Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Rp410.000.000 Rp330.382.750 80.58%
               2      

Meningkatnya Penerimaan Pajak daerah Dengan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah yang Prima    

Persentase Peningkatan Penerimaan PBB-P2
400% PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH     

Rp12.114.549.662   

Rp10.066.742.239   

83.10%   Persentase Peningkatan Penerimaan 
1103%
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BPHTB       
Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak daerah Lain

860%

                             

                             

                            

Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah Rp12.114.549.662
Rp10.066.742.239

83.10%
                     Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Rp257.700.000 Rp253.651.800 98.43%           Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

Rp260.056.624 Rp218.051.200 83.85%
           Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Rp1.036.328.300
Rp985.031.570 95.05%

           Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
Rp50.000.000 Rp49.612.400 99.22%

           Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Rp10.839.000 Rp10.650.000 98.26%  Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Rp1.040.000.00 Rp997.777.855 95.94%
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Pajak Daerah 0           Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Rp612.775.648 Rp596.450.250 97.34%
           Penetapan Wajib Pajak Daerah Rp 6.685.241 Rp 6.584.000 98.49%  Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Rp60.432.425 Rp17.654.650 29.21%           Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Rp248.100.000 Rp245.962.500 99.14%           Penagihan Pajak Daerah Rp7.744.031.800

Rp6.134.920.370
79.22%

           Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Rp10.122.600 Rp 9.666.000 95.49%           Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Rp693.550.000 Rp462.316.500 66.66%           Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Rp46.928.024 Rp43.217.000 92.09%

           Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Rp37.000.000 Rp35.196.144 95.12%
18
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3) Realisasi Anggaran Tabel 3.16Realisasi Anggaran
Program Pagu Realisasi Capaian(%)Pendapatan Pajak Daerah 1.215.000.000.000,00 1.302.626.605.440,26 107,21%

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
46.907.854.764,00 43.105.009.006,00 91,89%

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 861.000.000,00 752.029.350,00 87,34%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 35.099.535.326,00 32.031.687.399,00 91,26%
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

27.082.655,00 26.720.000,00 98,66%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.921.482.537,00 2.805.326.705,00 96,02%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 300.000.000,00 298.050.000,00 99,35%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 29.523.637,00 28.900.900,00 97,89%
Fasilitasi Kunjungan Tamu 8.000.000,00 7.850.000,00 98,13%Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

523.000.018,00 503.368.676,00 96,25%
Pengadaan Gedung Kantor atauBangunan Lainnya 829.000.000,00 824.440.500,00 99,45%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 160.329.488,00 157.807.951,00 98,43%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 902.305.615,00 865.205.987,00 95,89%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.359.495.488,00 4.035.285.878,00 92,56%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

70.000.000,00 58.706.265,00 83,87%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

235.000.000,00 208.683.495,00 88,80%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 172.100.000,00 170.563.150,00 99,11%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

410.000.000,00 330.382.750,00 80,58%
       PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 12.114.549.662,00 10.066.742.239,00 83,10%
Perencanaan Pengelolaan PajakDaerah 257.700.000,00 253.651.800,00 98,43%
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

260.056.624,00 218.051.200,00 83,85%
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

1.036.328.300,00 985.031.570,00 95,05%
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

50.000.000,00 49.612.400,00 99,22%
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 10.839.000,00 10.650.000,00 98,26%
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

1.040.000.000,00 997.777.855,00 95,94%
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

612.775.648,00 596.450.250,00 97,34%

Penetapan Wajib Pajak Daerah 6.685.241,00 6.584.000,00 98,49%Pelayanan dan Konsultasi Pajak 60.432.425,00 17.654.650,00 29,21%
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DaerahPenelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 248.100.000,00 245.962.500,00 99,14%
Penagihan Pajak Daerah 7.744.031.800,00 6.134.920.370,00 79,22%Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 10.122.600,00 9.666.000,00 95,49%
Pengendalian, Pemeriksaan danPengawasan Pajak Daerah 693.550.000,00 462.316.500,00 66,66%
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

46.928.024,00 43.217.000,00 92,09%
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 37.000.000,00 35.196.144,00 95,12%
Jumlah 59.022.404.426,00 53.171.751.245,00 90,09%
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BAB IVPENUTUP
4.1 KesimpulanBerdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakanpada Bab sebelumnya,  dapat  disimpulkan bahwa pencapaian  kinerjaBadan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2023pada  dua  sasaran  strategis  yakni  Meningkatnya  Penerimaan  PajakDaerah dengan kualitas  pelayanan prima dan  Meningkatnya kualitaspenyelenggaraan pemerintahan dikategorikan Sangat Berhasil. Namunbegitu  masih  diperlukan  upaya  perbaikan/penyempurnaan, sehinggapencapaian sasaran pada tahun berikutnya dapat optimal.Untuk sasaran yang dikategorikan belum berhasil, kendala yangdihadapi antara lain :1. Tidak  adanya  regulasi  terkait  penggunaan  Bagi  Hasil  Pajakdidalam pemungutan pajak daerah oleh desa;2. Keterlambatan penyampaian SPPT PBB-P2 Buku 1 dan Buku 2oleh pemungut PBB tingkat desa/kelurahan ke Wajib Pajak;3. Belum  adanya  petugas  tingkat  Desa/Kelurahan  yang  ditunjukuntuk melakukan evaluasi penerimaan PBB-P2 Buku 1 dan Buku 2menggunakan  aplikasi  SIE  Pajak  Daerah  terkait  dengantunggakan wajib  pajak PBB-P2 Buku 1 dan Buku 2 (penggantiDHKP);4. Adanya  Wajib  Pajak  yang  melakukan  pembayaran  pajak  tidaksesuai dengan dasar pengenaan pajak yang sesungguhnya atauseharusnya;
4.2 Pemecahan Masalah/Tindak LanjutUntuk  mengatasi  kendala  yang  telah  diuraikan  diatas,  BadanPelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapacara pemecahan masalah, antara lain:1. Adanya Peraturan Bupati Sidoarjo untuk pengalokasian sebesar15% dari Bagi Hasil Pajak untuk mendukung pemungutan pajakdaerah oleh desa;2. Sosialisasi Cetak mandiri SPPT PBB-P2 menggunakan dokumenSPPT PBB-P2, aplikasi, website, dan media lainnya;
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3. Melakukan pemasangan alat perekam transaksi  terhadap wajibpajak sebagai monitoring atas omzet;4. Melakukan  penelitian  kesesuaian  pembayaran  dan  pelaporanWajib Pajak ataupun dengan alat perekam transaksi;
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LAMPIRAN – LAMPIRAN
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 
1. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah
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B.  Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 
Dok. SK. Kepala Perangkat Daerah tentang Indikator Kinerja UtamaTahun 2023  
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C. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2023
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D. Pohon Kinerja yang menunjang sasaran kinerja 2023 
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E. Capaian Prestasi/Penghargaan Perangkat Daerah Tahun 2023 
Dokumentasi Penghargaan yang diterima

p

32



33



G. Matriks Renstra/ Renja
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H. LHE SAKIP Tahun n-1
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I. Bukti Dukung Pengukuran Kinerja Setiap Indikator Kinerja
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